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REPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

-
.y My NOMOR : 0022/50,03/X1/2024
.y TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

"SD NEGERI NO, 211 BONTOPENNO®
DESA MATTUNRUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BiNJay,

Merumbang A bahiwa dalam rangha me
Fenyelongg

b bardasarian Sural K
Pendskan Nasonal Republii In

T TPANPELAYANAN TERPADU SATY pINTU KABUPATEN SINJAI

AT

TELLUE, KECAMATAN 5INJAI TENGAH KABUPATEN SiNJay

teribnga

an hukm derm kelancaran dan
mbeskan kepasta orid rasional  Pendiian o

Pelkzanaan  pembelyarsn poeru  diterbitkaEn
araan Tingkat Satuan Penduikan Sekolah Menengah Pertarna,

fPUIURAN Kepals Badan Peneiitian dan Pangembangan Dep

donesia Nomor A5T4/GAHLI2009 langgal 22 Okioher 2009

Masional, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinja) menertiian

lentang Nomor Pokok Sekolah |
40304457 tanggal 07 November 2000 diberikan Kepada
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c bahwa berdasarkan Pearaturan Bupati Siyw Nomor 5 Tahun 2010 lentang Nomor
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d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagamana dimaksud hurul a, dan hy
perfu dietapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
injai tentang lzin Operasional Pendinan Sekalah "sSD

Terpadu Saty Pintu Kabupaten
HND‘S:TqDasa Mattunreng Tellue, Kecamalan

NEGERINO. 211 BON TOPE
Tengah;

Kecamatan Sinjai

20 Tahun 1859 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | & Sulawes
Lembaran

1. Umanwnd;ngnmm
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

gingal
(Lembaran Negara

Negara Repubiix Indonesig Nomor 1822),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 fentang Sistem Penddikan Nasional (Lembaran
2003 Nomor 78. Tambahan Lombaran Negara Repuniik

Negara Republik Indonesia Tahun
Indonesia Nomor 4301),

Negara Republix Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Informasi Publik (Lembaran
Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);
Pelayanan Publik (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang
Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 5038),
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang.
donesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

undangan (Lembaran Negara Republk In

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan D
Nomor 244, Tambahan |

Republk Indonesia Tahun 2014

Tahun 2014 tentang P

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik |
7. Undang-Undang Nomo ministrasi Pemerintahan (Lembaran
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 5601),
lentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor

8. Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang -
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana
egara Republik Indonesia Nomor 5606);

10. Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tenta
k (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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11 Peraturan Pemeannlah Moergye 13 Tahun 2015 temlang Paruliahan Kedoa Alas il.f.u'.h
Pemarniah Nomor 19 Tabun 2045 leriiang Glandar peasaonal Pandsdiban (Lermbaran Hegara
Reputdh Indonesa Tahun 2010 pamor 112, Tambshan Lembaran Negara  Reputds

Insonesin Nomor 5670)

Peratran Monter Dalam Magen nomoe 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggarsan

Pelayanan Temadu Salu Piny, Dawrah (Lsmbaran Negara Republin Indonesia Tabun 2017

Nosmaw | 856)
Peraturan Manten Dalam Negari Momae 20 Tahun 2008 lentang Pedoman Orgarwasi dan

1A
Tata Kerja Unit Pelayanaan Penpinan Temadu o Daerah,
Paraturan Menten Dalam Negen anr:nr po Tahun 2015 tentang Pembantukan Prod ik

Hukum Dasrah (Benta Negara Repubik indonesia Tahun 2015 Nomaor 2036),
Peraturan Dasrah Nomar 13 Tahyn 2014 1antang Penyeslenggaraan Pendidkan (Lembaran

15
Dasorah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

5

Seryan Nomaor T4),
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Emunan Perangkat
Daeran Katupalen Sinjai (Lembaran Dasrah Kabupaten Sinjal Tahun 2016 Nomar

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai  Nomar 93),
Paraturan Bupali Sinjai Nomar 10 Tnmﬂ 2018 tentang Pendelegasion Kewenangan

i7.
Perzinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Piriu Kabupaten Sinjal (Benia Daerah Kabupaten 5""3' Tahun 2018 Nomaor 10);
Peraturan Bupali Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
n 2018 Nomaor 23):

18.
Terpadu Satu Pintu (Berta Daarah Kabupaten Sinjai Tahu ;
Peraturan Bupal Sinjai Nomor 5 Tahy 2018 tentang Nomor UnitNomenklatur Tingkat

19,
Satuan Pendidkan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupalen Sinjai Tahun

2019 Nomor 5),
Peraturan Bupati Sinjai Nomar 10 Tahun 2018 lenlang Perubahan atas Peraturan Bupati

20.
Sinjar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Satuan Pendidkan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10);

1. Pemohonan Kepala Sekolah “SD NEGERI NO. 211 BONTOPENNO® Nomor

:421.2/04,049/5DN 211/2024, Tanggal 06 November 2024 perhal Permahanan Penerbitan

tzin Operasional Sekolah;
Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/SB76/Disdik, Tanggal
13 November 2024, Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Kembali lzin Operasional

Penyelenggaraan;
MEMUTUSKAN

Membenkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Kepada :
SD NEGERI NO, 211 BONTOPENNO

Nama lembaga :
Alamat Lembaga . JI. Karoppae Dusun Sahuneng, Desa Maltunreng Tellue,
Kecamatan Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai,
. lzin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU, berlaku selama Sekolah Dasar tersebut aklif menjalankan kegialan sebagai lembaga

pendidikan;
Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan mulai bgslaku sejak tanggal ditetapkannya,
Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 20 November 2024

a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 187011301990031002
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